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1. Nomor Notifikasi  : G/TBT/N/IND/286 

 

2. Negara Pengusul Notifikasi : India 

3. Tanggal Notifikasi  : 3 Juli 2023 

4. Masa Tanggapan (60 atau 90 

hari) 

: 60 hari  

5. Badan Penanggungjawab : Telecommunication Engineering Center (TEC), 

Department of Telecommunications (DoT), India. 

6. Artikel yang dinotifikasi  : 2.10.1, 5.7.1  

7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*:  : HS 85  

8. Judul Notifikasi  : Notification on Mandatory Testing and Certification of 
Telecommunication Systems (MTCTE) – Phase V 

 

A. Deskripsi    : 

Persyaratan Pengujian dan Sertifikasi di bawah skema Mandatory Testing and 

Certification of Telecommunication Systems (MTCTE) dinotifikasi melalui Indian 

Telegraph (Amandemen) Rules, 2017 [WTO TBT Notification G/TBT/IND/66]. 

Skema MTCTE diluncurkan secara bertahap dan produk telekomunikasi yang 

diwajibkan untuk diuji dan disertifikasi juga secara bertahap diwajibkan melalui 

skema MTCTE. Produk Telekomunikasi yang tercakup dalam Fase V rezim MTCTE 

kini telah diberitahukan. 

Persyaratan berikut tercakup dalam Fase V Skema MTCTE – 

1. Base Station for Cellular Network for 5G  

2. 5G Core 

3. Hypervisor 

4. E-band Fixed Radio Relay System 

5. Converged Multi Service Application Access Equipment (C-MSAAE) 

6. IP Terminal 

7. Hybrid Set Top Box  

B. Tujuan     :  

Untuk memastikan Keamanan pengguna dan Keamanan jaringan telekomunikasi  

C. Substansi Notifikasi    :  

C.1 Mandatory Testing & Certification of Telecommunication Equipment 
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Departemen Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi India telah menyampaikan 

“Indian Telegraph (Amendmant) Rules” dalam Gazette of India vide G.S.R. 

1131(E) BAGIAN XI" pada tanggal 5 September 2017 yang mengatur tentang Uji 

Wajib dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi. Setiap telegraf yang digunakan 

atau dapat digunakan dengan telegraf yang didirikan, dipelihara atau bekerja di 

bawah lisensi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

bagian 4 Undang-Undang Telegraf India, 1885 (selanjutnya disebut Undang-

undang tersebut), harus menjalani pengujian dan sertifikasi wajib terlebih dahulu 

terhadap parameter yang ditentukan oleh otoritas telegraf dari waktu ke waktu. 

Tujuan MTCTE 

I. bahwa setiap Peralatan Telekomunikasi tidak menurunkan kinerja jaringan 

yang ada yang terhubung dengannya; 

II. keamanan pengguna akhir; 

III. perlindungan terhadap pengguna dan masyarakat umum yang memastikan 

bahwa emisi frekuensi radio dari peralatan tidak melebihi standar yang 

ditentukan; 

IV. bahwa peralatan telekomunikasi mematuhi standar dan persyaratan peraturan 

nasional dan internasional yang relevan. 

• Pengujian dan sertifikasi yang tercakup dalam prosedur ini memastikan 

bahwa peralatan memenuhi semua Persyaratan Penting (Essential 

Requirement) yang ditentukan TEC (Telecommunication Engineering 

Centre), New Delhi, dibawah DoT) sebagai Telagraph Authority. 

• OEM / dealer akan bertanggung jawab atas kriteria kualitas dan 

kehandalan yang diperlukan yang diklaim oleh mereka. Peralatan apa pun 

yang akan digunakan dalam jaringan Licensed Telecom Service Providers/ 

Internet Service Providers/ Virtual Network Operators dll, mungkin harus 

menjalani pengujian tambahan sebagaimana ditentukan dalam Lisensi. 

C.2 Pencantuman Label TEC  

• Produk yang telah disertifikasi oleh TEC akan memperoleh sertifikat dan 

wajib untuk mencantumkan label pada permukaan alat sesuai dengan 

Panduan Pencantuman Label.  
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• Penggunaan “e-label” hal Telekomunikasi / peralatan TIK terkait dengan 

tampilan terintegrasi sebagai pengganti pelabelan fisik juga diizinkan. 

 

 

 

Gambar 1. Label Sertifikasi TEC pada Produk  
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C.3 Cakupan Produk yang Masuk dalam Kewajiban Sertifikasi MTCTE  

  

 



 
Form Analisis Regulasi Teknis 

Anggota WTO 

No. Dok  : F.SPK.10.01 

Revisi  : 0 

Tgl. Terbit  :16-07-2019 

Halaman : 5 dari 19 

 

 



 
Form Analisis Regulasi Teknis 

Anggota WTO 

No. Dok  : F.SPK.10.01 

Revisi  : 0 

Tgl. Terbit  :16-07-2019 

Halaman : 6 dari 19 

 

 



 
Form Analisis Regulasi Teknis 

Anggota WTO 

No. Dok  : F.SPK.10.01 

Revisi  : 0 

Tgl. Terbit  :16-07-2019 

Halaman : 7 dari 19 

 

 

C.3 Skema Sertifikasi  

• General Certification Scheme (GCS)  

o Pemohon harus menyampaikan laporan hasil pengujian, yang 

termasuk dalam Essential Requirement, dari Conformity 

Assessment Bodies yang ditunjuk atau CAB yang diakui dari negara 

mitra MRA. Hasil pengujian harus dievaluasi untuk kesesuaian 

terhadap masing-masing ER.  

• Simplified Certification Scheme (SCS) 

o Pemohon harus menyerahkan lembar pengujian beserta Self-

Declaration of Conformity (SDoC), termasuk parameter yang 

masuk ke dalam ER.  

C.4 Biaya Sertifikasi  

• Biaya sertifikasi yang dibebankan terdiri dari Administrative Fee dan Test 

Report Evaluation Fee.  
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Prosedur Sertifikasi MTCTE  
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D. Referensi / Relevant Document  :  

1. Indian Telegraph (Amendment) Rules, 1951, G.S.R. 1131(E) dated 05 September, 2017 

http://tec.gov.in/pdf/Whatsnew/eGazetteNotif.pdf 

2. Notification for launch of MTCTE Phase – III and Phase IV dated 23 June, 2023 

https://www.mtcte.tec.gov.in/filedownload?name=downloadDocument_20230623115821.pdf 

3. Essential Requirements (ER) for Telephone Products covered under Phase V notification 

https://www.mtcte.tec.gov.in/er_list 

4. Annexures to ERs document 

https://www.mtcte.tec.gov.in/annexures 

5. Procedure for Mandatory Testing and Certification of Telecommunication Equipment Version 

2.1 Release May 2021 with amendment dated 19.12.2022 and 23.03.2023 

https://www.mtcte.tec.gov.in/filedownload?name=downloadDocument_20230323153858.pdf 

6. Revision of Labelling Guidelines in MTCTE Procedure dated 22 May 2023 

https://www.mtcte.tec.gov.in/filedownload?name=downloadDocument_20230523115513.pdf 

 

E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :  

 

Berdasarkan data Trademap, untuk Kode HS 85 Indonesia melakukan ekspor 

terhadap beberapa produk elektronik dan permesinan dengan nilai yang bervariasi.  

 

 
 

 

Dalam notifikasi yang disampaikan oleh India ini, terdapat 7 produk baru yang 

harus disertifikasi melalui MTCTE Fase 5, yang akan diberlakukan wajib 

sertifikasinya pada 1 Juli 2024. Produk tersebut adalah :  

 

 

http://tec.gov.in/pdf/Whatsnew/eGazetteNotif.pdf
https://www.mtcte.tec.gov.in/filedownload?name=downloadDocument_20230623115821.pdf
https://www.mtcte.tec.gov.in/er_list
https://www.mtcte.tec.gov.in/annexures
https://www.mtcte.tec.gov.in/filedownload?name=downloadDocument_20230323153858.pdf
https://www.mtcte.tec.gov.in/filedownload?name=downloadDocument_20230523115513.pdf
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No Nama produk/ER ILAC Report 

Acceptance 

Identifikasi Kode HS 

1 Base Station for Cellular 

Network for 5G 

Yes 8517 

2 5G Core Yes  

3 Hypervisor Yes  

4 E-band Fixed Radio Relay 

System 

Yes  

5 Converged Multi Service 

Application Access 

Equipment (C-MSAAE) 

No  

6 IP Terminal No 8507 

7 Hybrid Set Top Box No 8528 

 

Catatan : validitas hasil pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium yang 

terakreditasi oleh Badan Akreditasi yang sudah signatory dengan ILAC yang berasal 

di luar negara yang tidak berbatasan langsung dengan India, untuk parameter 

teknis harus lebih dari 2 tahun.  

 

Perusahaan yang akan mengekspor ke India harus mengantisipasi kebijakan 

pemberlakuan standar ini agar tidak terjadi hambatan ekspor, diantaranya :  

1. Memastikan bahwa OEM atau AIR memahami regulasi yang akan diberlakukan 

oleh TEC dengan cakupan produk yang sesuai dengan waktu pemberlakuan 

wajib;  

2. Perlu antisipasi penambahan waktu dan biaya bagi pelaku usaha yang akan 

mengekspor produk ke India;  

 

F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi:   

 

• Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No.16 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan / Atau Perangkat 

Telekomunikasi.  
• Regulasi ini berisi mengenai ketentuan bahwa setiap alat dan/atau Setiap Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk 

diperdagangkan dan/atau digunakan di Indonesia wajib memenuhi Persyaratan 

Teknis Yang ditetapkan oleh Perdirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi. 

 



 
Form Analisis Regulasi Teknis 

Anggota WTO 

No. Dok  : F.SPK.10.01 

Revisi  : 0 

Tgl. Terbit  :16-07-2019 

Halaman : 11 dari 19 

 

 
 

• Adapun cakupan produk dalam regulasi ini adalah 67 produk sesuai dengan 

lampiran 1 Pemenkominfo No. 16 Tahun 2018. 
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• Alat yang sudah disertifikasi wajib dicantumkan label dan QR Code yang ada 

dalam sertifikat sesuai dengan lampiran 1 Pemenkominfo No. 16 Tahun 2018. 

 

 

 
 

• Terkait dengan balai pengujian, Kementerian Kominfo telah mengeluarkan 

Keputusan Dirjen SDPPU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan Balai Uji Luar 

Negeri Dalam Rangka Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi. 

Adapun kriteria yang harus dipenuhi adalah :  

o memiliki kemampuan melakukan pengujian alat dan/atau perangkat 

telekomunikasi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan di Indonesia atau yang 

setara; 

o memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji berdasarkan ISO/IEC 

17025 yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi penandatangan Asia Pacific 

Accreditation Cooperation - Mutual Recognition Agreement (APAC-MRA) dan/atau 

International Laboratory Accreditation Cooperation-Mutual Recognition 

Arrangement (ILAC-MRA); 

o memiliki paling sedikit 2 (dua) bukti akreditasi dan/atau pengakuan dari lembaga 

internasional atau regulator telekomunikasi negara lain; dan 

o memiliki penanggung jawab (person in charge) dengan mencantumkan data paling 

sedikit: nama penanggung jawab, nomor telepon; dan alamat email. 
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• Tarif Sertifikasi dan Prosedur pembayaran  
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• Ketentuan pencabutan sertifikasi 

 

 
 

 


